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I SAL/NAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA .,JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (1)
dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Medal, perlu diatur mengenai
Rencana Umum Penanaman Medal Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Umum Penanaman Medal Provinsi;

1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Previnsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014;

5. Peraturan Presiden Nemor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koerdinasi Penanaman Medal Nemer 9
Tahun 2012 tentang Pedeman Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Medal Previnsi danRencana Umum Penanaman Medal
Kabupaten/Keta;

7. Peraturan Daerah Nemer 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
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5.4. P~ngembanganE!<onomi Berbasis Pengetahuan

Langkah-Iangkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

a) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang
inovatif. mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and
development), menghasilkan produk berteknologi tinggi. dan efisiensi dalam penggunaan
energi;

b) Menjadi negara industri yang ramah lingkungan;
c) Mendorong Pemerintah Daerah OKI Jakarta guna membangun kawasan ekonomi berbasis

teknologi tinggi (Industria/-Technology Park! technopark).*);
dl Industrial-technology park merupakan tenwat bersinerginya Perguruan Tinggi. R&D

Institution dan Industri. Oi tempat ini diharapkan akan muncul techno-preneurship baru.
Pada tahap ini, POS perkapita Indonesia diperkirakan sudah tinggi sehingga untuk
meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang lebih tinggi lagi hanya dapat diperoleh dari
sektor high skilled labor industries.

. ,.
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BABVI

PElAKSANAAN KEBIJAKAN RENCANA UMUM

PENANAMAN MODAL PROVINSI

6.1. Pertimbangan Isu Investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah 2014

. Permasalahan yang masih akan menghambat investasi ke depan terutama disebabkan
oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Prosedur dan waktu. untuk memulai usaha yang masih cukup panjang. Saat ini peringkat
Indonesia untuk kemudahan berusaha (Ease of Doing BL.siness/EoDB) 2013 dari
International Finance Corporation (IFC) yang terdiri dari 10 indikator dari memulai usaha
sampai dengan penutupan usaha berada pada peringkat ke 128 dari 185 negara yang
disurvei. Khusus untuk proses. memulai usaha berada pada urutan ke 166 dan tercatat
lamanya waktu untuk memperoleh perijinan adalah 47 hari dengan 9 prosedur.

2. Masih belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
.penggunaan perijinan secara online/elektronik. Penyeienggaraan PTSP sampai dengan tahun
2012 masih belum seragam dan belum dapat sepenuhnya melayani perijinan usaha dan
penanaman modal pada satu tempa!. Selain itu juga belum semua daerah membangun dan
memfungsikan PTSP secara optimal. Bahkan untuk memenuhi sasaran survei EoDB yang
dilakukan oleh IFC secara rutin setiap tahun dengan sasaran responden khusus di Jakarta,
pada kenyataannya penyelenggaraan PTSP di Jakarta belum optimal.

3. Indonesia berada pada ranking ke-3 dengan indeks hambatan regulasi FDI (FDI Regulatory
Restrictiveness Index) terbesar, setelah China dan Saudi Arabia. Hambatan regulasi dan
pelayanan investasi yang dira.sakan oleh investor asing antara lain mencakup: pembatasan
modal asing, prosedur perijinan, pembatasan pekerja asing, serta pembatasan operasional.

Gambar·6.1
FDI (Foreign Direct Investment) Regulatory Restrictivess Index
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4. Masih banyaknya peratur<ln daerah yang distortif sehingga menyebabkan biaya transaksi
tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan pemerimah yang dapat
digunakan untuk mendorong berkembangnya sektor swasta atau, sElbaliknya, dapat
memberatkan dunia usaha. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh KPPOD (2012),
beberapa permasalahan terbanyak adalah dari aspek yuridis yang tidak up-ta-date; tidak
adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknya perda yang memberikan
dampak ekonomi negatif; .
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Gambar 6.2
, Prop.orsi Regulasi Daerah yang Bermasalah
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5. \3~lum siapnya fa.silitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penentuan dan
,implementasi KEK masih belum sepenuhnya optimal teru~ama karena terkendala Rencana
. Umum Tala Ruang (RUTR) yang belum s€mua daerah siap dengan RUTRnya, kesepakatan
pemberian insentif fiskal mengingat beberapa kebijakan insentif fiskal sudah diterbitkan yang
sebenarnya juga dapat diimplementasikan di KEK, dan fasilitas infrastruktur. Ketersediaan
dan I<ualitas infrastruktur secara umum sudah menjadi masalah ketiga utama selain korupsi
dan inefisiensi birokrasi pemerintah menurut hasil survei World Economic Forum 2012-2013
dan dikeluhkan investor. Keterbatasan. infrastruktur akan menghambat pengembangan
,investasi dan usaha di daerah khususn'ya di luar pulau Jawa. Sehingga pengembangan
investasi dan usaha di KEK dan koridor-koricior MP3EI di luar Jawa sangat tergantung dari
ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;

6. Masih perlunya peningkatan kinerja Sistem Logistik Nasional. Berdasa;kan hasil survei Indeks
Kinerja Logistik (Logistic Performance Index), Indonesia sudah menunjukkan perbaikan yang
signifikan dari peringkat 75 di tahun 2010 menjadi peringkat 59 di tahun 2012 dari 155 negara
yang disurvei. Walaupun demikian, posisi Indonesia masih beradn di bawah lima negara
anggota ASE;AN, yakni Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam
(53). Penyebab utamanya adalah komponen infrastruktur dan kepebeanan yang rankingnya
terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
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Gambar 6.3
Ranking Indeks Kinerja Logistik Negara ASEAIII
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.2012 1 26 29 38 52 53 59

.2010 2 27 29 35 44 53 75

.2007 1 30 27 31 65 53 43

Sumber: Logistic Performance Index, Bank Dunia, 2012

7. Efisiensi pasar tenaga kerja menurun yang membuat iklim investasi dan iklim usaha kurang
kondusif, termasuk penyelesaian dispute dan collective bargaining. Salah satu hambatan

, dalam iklim investasi adalah peraturan ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum dapat
,disempurnakan, terutama terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan tentang kompensasi dan penetapar. pemutusan hubungan
kerja(PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing), dan
pengup'lhan. Dalam perkembangannya, kebijakan yang diambil selama 2010-2012 belum
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada tahun 2010
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun rancangan amandemen UU
No. 13/2003, tetapi karena masih adanya perbedaan pandargan antara pengusaha dan
serikat pekerja, maka pada tahun 2011 DPR menangguhkan pembahasan amandemen UU
ini 'dengan mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011. Untuk
mengatasi hal ini, beberapa upaya yang dilakukan Kemenakertrans adalah mengeluarkan
Permen Nakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Peleksanaan Tahapan
Pencapaian Kehidupan Layak dan Permen Nakertrans Nomor 19 Tahun 20'; 2 tentang Syarat­
Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksana'ln Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Dengan
masih terkendalanya revisi UU No. 13/2003 tersebut, maka tantangan ternesar adalah
mengupayakan pengurangan gejolak dalam pasar kerja dengan mengedepankan

,perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah, syarat kerja, dan
,hu.bungan kerja. Dengan'demikian, penguatan kelembagaan hUbungan industrial menjadi
upaya strategis ke depan, dengan mendorong terwujudnya collective bargaining melalui
perundingan yang mengadopsi prinsip-prinsip code of good faith.

6.2. D~ftar Bidang Usahayang Tertutup dan Terbuka untuk Penanaman Modal

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan
s,ebag'll kegiatan penanaman modal. Secara nasional bidang usaha yang tertutup ini didasarkan
pada kriteria kes,ehatan, moral, kebudayaan. Hal tersebut telah diatul' uleh Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2010.

Kh\Jsus bidang usaha penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta, diatur sebagaimana
be.rikut:

1. Bidang Usaha Penanaman Modal yang Dipertimbangkan untuk Ditutup dan Bidang Usaha
yang Bersifat Terbuka dengan Persyaratan yang Dipertimbangkan untuk Dibatasi atau Diatur
kembali bag! Provinsi DKI J,akarta.

, "
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a. Terkait dengan perlindungan lingkungan

Blla mencermati status dan kondisi Iingkung<ln hidup di Provinsi OKI Jakarta, maka
terdapat sekurangnya 3 (tiga) isu besar yang menjadi perhatian di dalam upaya
memberikan perhatian pada sejumlah bidang usaha yang terkait dengan pengembangan
investasi. Isu perlama terkait dengan bidang-bidang usahd yang diindikasikan
memberikan beban atau berkontribusi besar terhadap peningkatan pencemaran udara
akibat adanya emisi gas buang yang dihasilkan dari proses produksi. Oa.lam data
konsumsi bahan b<lkar untuk sektor industri diketahui terdapat 6 (enam) bidang usaha
yang mengkQnsumsi lebih dari 10 juta liter per tahun, yaitu': (1) industri alat angkutan,
selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih (48 juta liter); (2) industri kimia dan
barang...lJarang dari bahan kimia (3) industri kendaraan bermotor (33 juta liter); (4) industri
barang galian bukan logam (33 juta liter); (5) indutri logam dasar (16 juta liter) dan (6)
industri makanan (10 juta liter),

Sedangkan isu kedua terkait dengan bidang-bidang usaha yang diindikasikan
memberikan beban atau berkontribusi besar terhadap peningkatan beban pencemaran

, " .limbah cairo Oalam data beban pencemar Iimbah cair untuk industri menengah dan besar
maka terda,pat 1.3 industri yang memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran

.limbah cair ini, yaitu (1) agri industry (2) industri pengolahan makanan (3) industri
makanan (4) ind~stri tekstil (5) industri kulit (6) industri kayu, olahan kayu dan gabus (7)
industri pulp dan kertas (8) industri kimia dasar (9) industri pengilangan minyak bumi (10)
industri karet dan barang dari karet (11) industri mineral non logam (12) industri logam
dasar dan (13) industri hasH olahan logam.

Oan isu ketiga terkait dengan bidang-bidang usaha yang diindikasikan
memberikan beban atau berkontribusi besar terhadap peningkatan Iimbah bahan
berbahaya dan beracun (83). Untuk bidang ini berdasarkan Pergub No.1 03 tahun 2005
terdapat 10 bidang usaha yang perlu mendapat perhatian khusus, meliputi (1) Percetakan
(2) cuci cetak film (3) pengolahan minyak pelumas bekas (4) penyamakan kulit (5)
elektroplanting (6) rumah sakit (semua tipe) (7) laboratorium (8) perusahaan pest control
(9) 6inatu (laundry and dry cleaning) dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ketiga isu di atas terd<lpat pula bidang usaha yang perlu dibatasi atau diatur
kembali terkait potensi dampak dari kegiatan yang dilakukan dapat mengancam kondisi
lingkungan Provin:;;i DKI Jakarta, dalam hal ini bidang usaha yaflg menggunakan air tanah
dalam jumlah yang demikian besar. Sejalan dengan kebijakan Pemprov OKI Jakarta
bahwa diharapkan pada tahun 2025 semua dunia usaha yang menggunakan air tanah
tidak diperbolehkan lagi, maka perlu adanya pembatasan terhadap bidang usaha yang
terbuka untuk investasi. Oimana berdasarkan rencana pembatasan pengambiian air tanah
dalam wilayah OKI Jakarta pembatasan secara bertahap 4 (empat) zona wilayah
konservasi air tanah; meliputi :

a. Terhitung tahun 2015, wilayah zona utara harus mendapat 100% suplai air bersih
perpipaan dan 'zero" pengambilan air tanah dalam;

b. Mulai tahun 2020, zona tengah meliputi sebagian wilayah barat-pusat-timur Jakarta
harus mendapat 100% suplai air bersih perpipaan dan 'zero" pengambilan air tanah
dalam;

c. Terhitung tahun 2025, zona selatan dan timur Jakarta, harus mendaNt 100% suplai
air bersih perpipaan dan "ze.ro" pengambilan air tanah dalam dan

d, Terhitung tahun 2030, seluruh zona yang tersisa yaitu bagian Jakarta paling selatan
dan timur, harus mendapat 100% suplai air bersih perpipaan dan 'zero" pengambilan
air tanahdalam.
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b. Terkait dengan Tenaga Kerja

Pembatasan bidang usaha terbuka dengan persyaratan untuk investasi bila diliihat
dari perspektif ketenagakerjaan dan kependudukan maka Perlu dipikirkan untuk

." memberikan batasan terhadap bidang usaha tertentu yang terbu~a dengan persyaratan
untuk investasi, yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill iltau pendidikan yang
rendah.

Sejalan dengan perkembangan Jakarta menjadi Kota Jasa Internasional serta
keterbatasan ruang untuk tinggal, perlu dipikirkan untuk mulai memberikan pembatasan
bagi industri-industri tertentu yang banyak membutuhkan tenaga kerja dengan pendidikan
SMA ke bawah. Bidang usaha atau industri yang berpotensi dapa\ menyerap tenaga
kerja berkemampuan tinggi dengan level pendidikan Diploma dan Universitas harus
dibuka persyara~nnya dan dipermudah dalam berinvestasi di Kota Jakal1a. Hal ini sejalan
dengan pengembangan Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta 2030 yang ingin mendorong
adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi di sektor perdagangan,
jasa, industri kreatif, industri teknologi linggi dan pariwisata.

e. Terkait dengan Perlindungan dan Pengembangan UMKM serta Perpasaran Modern

Bila meneermati perkembangan usaha UMKM dan perpasaran modern,
khususnya pada sektor ritel maka terjadi perkembangan yang demikian pesat.
Menjamurnya minimarket disetiap sudut kota menunjukkan minat para pemodal untuk
menanamkan modalnya pada bidang usaha ini demikian besar. Hal ini ditopang dengan
konsep waralaba yang memberikan kepastian berusaha dan kenyamanan dalam
berinvestasi bagi para investor dalam menanamkan modalnya. Namun demikian
persoalan yang muneul dari menjamurnya minimarket ini ialal1 matinya berbagai usaha
'mikro dan keeil yang dikelola masyarakat karena tidak mampu bers<ling karena mulai
bergesernya selera konsumen yang lebih tertarik berbelanja di toko-toko modern seperti
minimarket ini. Dalam upaya menyeimbangkan pasar sekaligus memberikan perlindungan
terhadap usaha mikro dan kecil ini, perlu dipikirkan untuk menempatkan usaha ini sebagai
bidang usaha yang dipersyaratkan tidak saja 100% modal dalam negeri namun juga
dipersyaratkan harus pula dengan kemitraan.

Begitu pula dengan keberadaan supermarket dan Hypermilrket yang juga tumbuh
demikian eepat di Kotil Jakarta seiring makin banyaknya pusat perbelanjaan dan super
blok yang dibangun oleh para investor. Dalam rangka menyeimbar.gkan persaingan pasar
dan. melindungi investor daiam negeri periu dipikirkan untuk pertama menambah bidang
usaha dalam bidang perdagangan yang perlu diatur dalam DNI, dan kedua menambah
persyaratan dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan untuk investasi ini.

Dalam hal yang pertama perlu dimmbahkan dalam bidang usa~la pada DNI yang
diatur pada Perpres 36 tahun 2010, item bidang usaha perkulakan, speciality store (toko­
loko khusus), pusat perbelanjaan serta pasar tradisional yang belum masuk pada daftar
bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Ketiga jenis bidang usaha ditambah dengan
pasar tradisional tersebut merupakan bagian dari taka modern yang diatur dalam Perpres
112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern. Dimana dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa yang termasuk
dengan toko modern ialah minimarket, kurang dari 400m2

; Supermarket, 400m2 sid 5000
m2

; Hypermarket,;.lebih dari 5000m2
; Department Store, lebih d.ari 400m2 dan perkulakan

lebih dari 5000m2
•

Terhadap penambahan persyaratan dalam bidang usaha terbuka dengan
. persyaratan untuk investasi yang perlu diusulkan melihat kondisi Provinsi DKI Jakarta,

maka perlu diatur penarnbahan persyaratan pada sejumlah bidang usaha ritel ini yang
masuk dalam DN!. Penambahan persyaratan tersebut meliputi, (1) penambahan
persyaratan untuk supermarket, dimana se[uruh luasan supermarket harus dengan modal
dalam negeri 100% dan dipersyaratkan harus pula dengan kemitraan; dan (2) Perkulakan
dan Hypermarket dimi;lsukkan ke dalqm bidang usaha tarbuka dengan pe:rsyarati;ln hi;lrus
dengan kemitraan. .

. ,.
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2. Bidang Usaha Penanaman Modai yang Bersifat Terbuka dengan Persyaratan yang
Dipertimbangkan untuk Oikembangkan E)agi Provinsi OKI Jakarta.

a. Pengembangan Industri atau Ekonomi'Kreatif

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2012
tentang RTRW D,~I Jakarta 2030, bahwa pengembangan ekonomi kota Jakarta kedepan
akan berbasis pada 5 (lima) bidang usaha ulama melipuli perdagangan, jasa, industri
kreatif, industri teknologi linggi dan pariwisala. Saat ini bidang usaha perdagangan, jasa
dan pariwisata sudah tumbuh dan berkembang di Kota Jakarta. Namun untuk industri
kreatif dan industri leknologi linggi sepertinya belum berkembang seperti yang
diharapkan.

Terdapat 14 Subseklor yang diidentifikasi sebagai induslri berbasis kreatif,
meliputi :

1. Periklanan

2. Arsilektur

3. Pasar Barang Seni

4. Kerajinan

5. Oesain

6. Fashion

7. Video, Film dan Fotografi

8. Permainan Interaklif

9. MuSik

10. seni Perlunjukkan

11. Penerbitan dan Percetakan

12. Layanan Kompuler dan Piranli Lunak

13. Televisi dan Radio, dan

14. Risel dan Pengembangan.

b. Pengembangan Teknoiogi Tinggi

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayal (1) Perda Nomor 1 lahun 2012 tentang
RTRW OKI JakaF\a 2030, bahwa pengembangan ekonomi Kota Jakarta ke depan akan
berbasis pada 5 (lima) bidang usaha ulama meliputi perdagangan, jasa, industri kreatif,
industri teknologi tinggi dan pariwisala. Saat ini bidang usaha perdagangan, jasa dan
pariwisata sudah tumbuh dan berkembang di Kota Jakarta. Namun unluk industri
leknologi linggi sepertinya belum berkembang sesuai yang diharapkan. Karena itu
diharapkan instrumen kebijakan inveslasi dapat membuka peluang unluk menjadi
instrumen yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada industri
berteknologi linggi ini.

6.3. sektor Prioritas di Provinsi OKI Jakarta

Sebagai bagian dari ekonorni nasional, ekonomi OKI Jakarta tenlu akan dipengaruhi oleh
perkembangan ekonomi nasional, dan sebaliknya. Oua metode analisis perbandingan ekonomi
suatu daerah dengan ekonomi nasional yang digunakan di dalam pekerjaan ini adalah metode
analisis lQ.
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Tabel6.1
Pl)rkembangan Angka LQ PORB Provinsi OKI Jakarta dari Sisi Penawaran

AOHB pada Periode Triwulan 2011:3 - 2013:2

".'" : •:'l '~iIO>." ..... "I. . • ,. . '1-... ') .
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0-02 0,02 0,02 .0.02- 0,02 o.oz, 0.02 0,02 0,02, 0,00 4,69.

0.01 0.01 I 0,01 I 0,011 0,01 I
0.04
(0.80

0.65
1.31

lapangan Usaha (%)

2. Pertamban.an dan Galian I 0.04 I 0.05 I 0.04 I 0.04 I 0.04 I 0.04 I 0.04 I 0.04 I 0.04 I 0.00 I 6.50
1. Pertanl'n, Peternakan, Kehutanan, &Perikanan I 0.01 I 0.01 I 0,01 I 0,011 0,01 I 0,01 I 0.01 I 0.01 I 0.01 I 0.00 I 8.44
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I 3. Industrl Pengolahan 2.11

4. Ust,lk. Gas. &Air Mlnum 5.93

[2.
~

la"'i _'0." <, .. ). . "" ' <~,~t9f·~,rln:are.r~'1:: ~ .:~t. .rf.'" {r,_".~ l:!~: '>:',

5. Konstruksl 1 1.14 I 1.15 I 1.13 I 1,07 I 1.12 I 1,111 1.10 I 1.05 I 1.11/ 0.04 I 3,17
.~. S~i¢o-;Jehle" .::: ..;. . ,"·,;u';''''!l,90'i.1,88i11,aa,1·1.83 '1·1:90, I i.861~1,87 ,I 1.7-9 1"1,86 I 0.04.1.2,Q7.

6, Perda••n.an. Hotel. &Restor.n I 1.52 1 1.50 I 1.53 I 1.49 I 1.53 I 1.50 I 1.49 I 1.43 I 1.50 I 0.03 I 2.12
7. Pen••n.kutan &Komunlk.sl I 1,52 I 1.56 I 1.58 I 1.55 I 1.58 I 1.59 I 1.54 I 1.50 I 1.55 I 0.03 1 1,94
8, Keu.n••n. Persew••n Konst,uksl. &J.s. Perus.h••n I 3,80 I 3,83 I 3,92 I 3,80 I 3.81 I 3.86 I 3.84 I 3.74 I 3.82 I 0.05 I 1.37
9. J.s.-J.s. I 1.26 I 1.23 1 1.17 11.14 I 1.25 1 1.15 11.211 1.13 1 1.19 I 0.05 14,23

Sumber: BPS (diolah)

Pada periode triwulan 2011:3 - 2013:2, berdasarkan angka LQ, satu-satunya sektor basis
bagi OKI Jakarta adalah Sektor Tersier. Oengan kata lain, sektor ekonomi OKI Jakarta yang
secara umum memiliki keljnggulan relatif dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia
adalah Sektor Tersier. Hal ini tampak dari data hasil olahan pada di atas, dimana satu-satunya
sektor ekonomi OKI Jakarta yang memiliki angka LQ di atas 1 (sstu) pada periode tersebut
adaJah Sektor Tersier (rata.rata sebesar 1,86). Masing-masing lapangan usaha yang termasuk
daJam Sektor Tersier OKI Jakarta juga merupakan lapangan usaha basis bagi OKI Jakarta.

Oi Sektor Sekunder, ada dua lapangan usaha yang menjadi basis bagi perekonomian OKI
Jakar;ta, 'yakni lapangan usaha Listrik, Gas, dan Air Minum serta lapangan usaha Konstruksi.
Adapun di Sektor Prim~f: tidak ada satu pun lapangan usallanya yanQ merupakan lapangan
usaha basis bagi OK' J.aiqlrta.

Tabel6.2
Perincian Sub-Lapangan Usaha/Sub-Sub-Lapangan Usaha Unggulan yang

Se.yogianya Lebih Oikembangkan di OKI Jakarta ke Depan

"~<"-I1i"'..1' '~.:.:L'" .... '~,

.Se~tor};T:ers.ler.~ '.
'., .~__ ....'I'O',J.\. "./ ~,~.•

1 c,', Kiuafig·''a.''''-Pei-sewaan
• !._~+, , .l . '

p.erusal1aari· ~,. . ... -.

1) Lembaga Keuangan Non-Bank
2) Jasa Perusahaan
3) Jasa Penunjang Keuangan
4) Real Estat
5) Bank

2. Pengarigkutan & KomuAikasi
a, Pengangkutan

1) Jasa Penunjang Angkutan
2) Angkutan Jalan Raya
3) Angkutan Rei

b. Komunikasi
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. 3..Perdagangan. Hotel & Restoran , .. ....
1) Perdagangan Besar & Eceran
2) Restoran
3) Hotel

'9. Ja~a.•Jasa " ..,

1. Jasa Hiburan & Rekreasi
2. Jasa Sosial & Kemasyarakatan
3. Jasa Perorangan & Rumah Tangga

. u.,. ,'-. . ....__ - ,
'~" . ~~:.;.. . ~ ~ r:

•Sekt.9pSekuOl;ter "",'-' ;... "'1 '".... ~. ',~ \~r..:/ .. :'.", . -' . . . . " "~,, -'

1. Bangunan, ~ "~""J

'2.t,istri!C. Gas &·Air Bersih ""'·....r~·.A .r;- :".1?' ~- ,
1. Listrik
2. Air Bersih

Sumber: BPS (diolah) ,

Untuk melengkapi penilaian terhadap karakteristik perekonomian masing-masing wilayah
kabupaten/kota yang berada di DKI Jakarta, maka akan dilakukan pula analis:s perbandingan
terhadap perekonomian OKI Jakarta secara keseluruhan. Hasil perbandingan tersebut bisa
dijadikan patokan untuk mengukur seberapa penting peranan suatu sektor/lapangan usaha di
salah satu wilayah tersebut dibclnoing oi wilayah-wilayah lainnya di OKI Jakarta. Pada bagian ini.
metode .analisis perbandi~gan yang digunakan adalah analisis LQ.

Tabel6.3
Angka LQ PORB Masing-masing Lapangan Usaha 6 Wilayah Kota/Kabupaten di OKI
Jakarta dengan OKI Jakarta Sebagai Wiayah Referensinya Pada Tahun 2011

.,

..~~

155.12:

25.03--
176,21

,v ".0\04'1 k~_~ ','O~68i .. 1.5( I};":" 0:'42), ~":;~Q~?:61 . ,1:9·6

0,02 0,15 2.10 0,08 0.50 2.75
0.03 0.45 0.86 0.42 1.18 2.49

0.06 1.39 0.81 086 1.06 0,89

0:06".', " '1',,13, -,C, 0',81' :". 1,24 ':-'.1,10 0:63
0.14 0.93 0.94 ~.oo 1.33 0.89
0.01 0.96 1.29 0.53 1.33 1.22
0.01 1.32 0.45 1.73 0.87 0,21
0,08 1.19 0.96 1.12 1.04 0.63

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas secara rinci menyajikan angka LQ PORB masing-masing lapangan usaha 6
wilayah kota/kabupaten di OKI Jakarta dengan OKI Jakarta sebagai wilHyah referensinya pada
tahun 2011. Pada Tabel tampak bahwa salu-salunya wilayaf] di OKI Jakarta yang menjadikan
Sektor Primer sebagai sektor basis adalah Kabupaten Kepulauan Seribu (LQ = 155,12). Adapun
2 (dua) wilayah kota yang menjadlkan Sektor Sekunder sebagai sektor basis adalah Jakarta
Utara (LQ =1,96) dan Jakarta Timur (LQ =1,51). Sementara itu, 3 (tiga) wilayah kota lainnya
sudah menjadikan Sektor Tersier sebagai seklor basis di wilayahnya, yaitu: Jakarta Pusat (LQ =
1,24), Jakarta Selatan (Lq =1,13), dan Jakarta Barat (LQ =1,10),
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Bila ditinjau berdasarkan lapangan usaha, masing-masing wilayah di OKI Jakarta memiliki
lapangan usaha-Iapangan usaha basis yang cukup beragam satu sama lain. Lapangan usaha
basis di Kabupaten Kepulauan Seribu adalah Pertambangan dan Galian (LQ = 176,21) serta
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan (LQ = 25,03). Oi OKI Jakarta, kedua lapangan
usaha tersebut menjadi lapangan usaha basis hanya di Kabupaten Kepulauar, Seribu. Oi Kota
Jakarta Selatail, ada 3 (tiga) lapangail usaha yang menjadi basis, yaitu: Bangunan/Konstruksi
(LQ = 1,39); Keuangan, Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan (LQ = 1,32); serta Jasa­
jasa (L.Q = 1,19). Oi Kom Jakarta Timur, hanya 2 (dua) lapangan usaha yang menjadi basis,
yaitu: Industri Pengolahan (L.Q = 2,01) serta Pengangkutan dan Komunikasi (LQ = 1,29). Oi Kota
JakClrta Pusat juga ada hanya 2 (dua) lapangan usaha yang menjadi basis, yaitu: Keuangan,
Persewaan Bangunan, dan Jasa Perusahaan (LQ = 1,73); serta Jasa-ja~a (LQ = 1,12). Adapun
di Kota Jakarta Utara, ada 3 (tiga) lapangan usaha ya'1g menjadi basis, yaitu: Industri
Pengolahan (L.Q = 2,75); listrik, Gas, dan Air Bersih (LQ = 2,49); serta Pengangkutan dan
Komunikasi (LQ = 1,22). Sementara itu, di Kota Jakarta Barat lapangan usaha basisnya cukup
banyak, yakni ada 4, yaitu: Pengangkutan dan Komunikasi (LQ = 1,33); Perdagangan, Hotel, dan
Restoran (L.Q ,; 1,33); ListriJ<, Gas, dan Air Bersih (LQ = 1,18); Bangunan/Konstruksi (LQ = 1,06);
serta J.asa-jasa (LQ = 1,04).

Sektor prioritas yang ditentukan oleh tiga aspek penting perekonomian diuraikan dalam
bagian ini. Tiga aspek perekonomian yang dimaksudkan adalah: (i) penciptaan lapangan kerja;
(ii) peningkamn pendapatan masyarakat; dan (iii) peningkatan output (produksi) regional.

Oampak naik turunnya lapangan kerja baru yang tersedia karena investasi di sektor
tertentu dicerminkan oleh besarnya potensi bertambahnya upah dan gaji regional akibat investasi
tersebut. Semakin besar potensi bertambahnya upah dan gaji, maka semakin besar pula
lapangan kerja yang tersedia. Tabel 6.4 menggambarkan keadaan tentang prioritas sektor yang
didasarkan atas peningkatan upah dan gaji tenaga kerja untuk 10 (sepuluh) sektor dalam
perekonomian DKI Jakarta.

Tabel6,4
Sepuluh Sektor Prioritas Berdasarkan (Pendapatan) Tenaga Kerja

Peringkat Sektor Kode Pengaruh
1 Perdagangan Besar dan Eceran 45 0.519758
2 Air Minum 41 0.516706
3 Bangunan Tempat Tinggal 42 0.484099
4 Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya 44 0.480299
5 Angkutan Jalan Raya (penumpang) 48 0.475032
6 Bangunan Bukan Tempat Tinggal 43 0.474833
7 Angkutan Jalan Raya (barang) 49 0.470544
8 Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas 34 0.463441
9 Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya 33 0.445328
10 Listrik dan Gas 40 0.444054

Sumber: Hasil Pengo/ahan, 2013'

Tabel di 'atas-menunjukkan pengaruh terbesar terhadap peningkatan upah dan gaji tenaga
kerja terbesar adalah Sektor Perdagangan Besal dan Eceran (sektor 45), Sektor Air Minum
(sektor 41) sertaBangu",,!.n TempatTinggai (sektor 42) dengan pengaruh masing-masing adalah
0519758, 0.516706 dan ·0,484099. Oari tabel tersebut dapat dibaca bahwCl setiap investasi yang
menaikkan output sebesar satu rupiah di sektor perdagangan besar dan eceran, akan diikuti
(setelah ber-multiplier) oleh kenaikan pembayaran upah dan gaji oleh semua sektor produksi
sebesar 0.519758 rupiah. Gambaran ini menunjukkan bahwa penciptaan tenaga kerja di OKI
JakClrta didorong olEJh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sekaligus menegaskan bahwa DKI
Jakarta merupakan kawasan bisnis yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan
infras!ruktur dl OKI Jakarta Juga memberikan pengaruh peningkatan pendapatan tenaga kerja
YCing relatif besar. Sektor-sektor seperti Sektor Air Minum, Sektor Ustrik dan Gas serta bangunan
merupakan bagian dan sektor infrastruktur yang memberikan pengaruh besar terhadap
peningkatan pendapatan tenaga kerja.
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Pengaruh investasi pada sektor tertentu terhadap pondapatan masyarakat dicerminkan
oleh aliran uang yang masuk ke dalam berbagai golongan rumah tangga. Pengaruh investasi
sektor umum terhadap pendapatan rumah tangga digambarkan oleh Tabe:1 6.5. Dalam Tabel 6.5
terlihat bahwa urutan teratas untuk sektor-sektor yang memberikan pengaruh relatif besar
terhadap pendapatan rumah tangga adalah Sektor Air Minum (sektor 41), Sektor Perdagangan
Besar dar.LEcer.an (sektor 45), Sektor Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas (sEiktor 34) serta
Sektor Bangunan Temp~t Tinggal (sektor 42) dengan besaran pengaruh masing-masing yaitu
0.739715, 0.734410, 0.7:34353, dan 0.694172. Sebagai contoh, investasi yang meningkatkan
'output Sektor Air Minum sebesar satu rupiah akan menaikkan pendapatar: rumah tangga (setelah
bermultiplier) sebesar 0.739715 rupiah.

Tabel6.5
Sepuluh Sektor Prioritas Berdasarkan (Pendapatan) Rumah Tangga

Peringkat Sektor Umum Kode Pengaruh

1 Air Minum 41 0.739715
2 Perdagangan Besar dan Eceran 45 0.734410
3 Industri Bahan Bakar, Minyak dan Gas 34 0.734353
4 Bangunan Tempat Tinggal 42 0.694172
5 Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya 44 0.6.89218
6 Bangunan Bukan Tompat Tinggal 43 0.680835
7 Listrik dan Gas 40 0.656197
8 Industri A1at Angkutan, Mesin dan Peralatannya 33 0.653873
9 Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank 53 0.632340
10 Angkutan Jalan Raya (penumpang) 48 0.629240

Sumber: Hasil Pengo/ahan, 2013

Pengaruh investasi pada sektcr tertentu terhadap penciptaan produksi (output) regional
dapat dilihatdalam .label 6.6. Tabel 6.6 memperlihatkan bahwa peningl\atan output terutama
didorong oleh Sektor .Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (sektor 28), Sektor Industri
Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya (sektor 33), serta Sektor Bangunan Hasil Pekerjaan
Umum dan lainnya (sektor 44). Peningkatan investasi yang mendorong kenaikan output Sektor
Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar satu rupiah akan meningkatkan output
keseluruhan sebesar 3.448854 rupiah. Tabel ini juga menunjukkan bahwa sektor yang berperan
dalam p.eningkatan output keseluruhan tidak hanya berasal dari sektor illfrastruktur saja tetapi

.juga sektor industri pengolahan (manufaktur)

. " Tabel6.6
Sepuluh.Sektor Prioritas Berdasarkan Pembentukan Output

Peringkat Sektor Kode Pengaruh
1 Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 28 3.448854
2 Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya 33 3.179956
3 Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya 44 3.112081
4 Bangunan Tempat Tinggal 42 3.087732
5 Listrik dan Gas 40 3.082144
6 Bangunan Bukan Tempat Tinggal 43 3.043723
7 Angkutan Jalan Raya (barang) 49 2.985382
8 Air Minum 41 2.971355
9 Angkutan Jalan Raya (penumpang) 48 2.930334
10 Industri Makanan, Minuman dan Tembakau 27 2.809977

Sumb.er: Hasil Pengo/ahan, 2013
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. Tabel di bawah Inl (Tabel 6.7) menunjukkan penjumlahan total ketiga pengaruh atau
sektor priotitas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tabel 6.7 menunjukkan penjumlahan
peringkat pengaruh investasi berbagai sektor dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

Tabel6.7
Sepuluh Sektor Prioritas dalam Perekonomian Provinsi OKI Jakarta

Peringkat SektQr Kode
1 Bangunan Tempat Tlnggal 42
2 Air Minum 41
3 Bangunan Hasil Pekerjaan Umum dan lainnya 44
4 Bangunan Bukan Tempat Tinggal 43
5 Industri Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya 33
6 Listrik dan Gas 40
7 Angkutan Jalan Raya (penumpang) 48
8 Angkutan Jalan Raya (barang) 49
9 Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 28
10 Perdagangan Besar dan Eceran 45

S/Jmber: Hasil Pengo/ahan, 2013

TaOOI 6.7 di atas menunjukkan bahwa peringkat pertama sektor yan·g memberikan
pengaruh total tertinggi merupakan sektor yang berkaitan dengan in'rastruktur yaitu Sektor
Bangunan Tempat Tinggal (sektor 42), Sektor Air Minum (sektor 41), Sektor Bangunan Hasil
Pekerjaan Umum dan lainnya (sektor 44), dan Bangunan Bukan Tempat Tinggal (sektor 43) yang
mer~Pakan bagian dari sektor-sektor infrastruktur. Sementara itu peringkat lima, dan seterusnya
merupakan sektor industri dan jasa. Peringkat-peringkat tersebut menunjukkan bahwa
perekonomian DKI Jakarta masih didukung oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan
infrastruktur.

6.4. Rencana Tata Ruang Wilayah OKI Jakarta 2030.

Rencana pola ruang diwujudkan berdasarkan distribusi peruntukan ruang, terdiri dari:

1. peruntJJkan ruang untuk fungsi lindung; dan
2. peruntukan ruang untuk fungsi budi daya

Peruntukan ruang untuk lungsi Iindung, diarahkan untuk:

1. melindungi kawasan rawan bencana alam;
2. mempertahankan dan memLllihkan kondisi kawasan yang harus dilindungi; dan
3. meningkatkan fungsi perlindungan kawasan setempat dan kawasan yan;;J lebih luas.

Peruntukan ruClng untuk fungsi budi daya diarahkan untuk:

1. mendorong perlumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial;
2. mengoptimalkan potensi masyarakat;
3. keberlanjutan pemb.angunan;
4. menyediakan kebutuhan ruang untuk kegiatan masyarakat secara seimbang;dan
5. mewadahi berbagai kegiatan dalam peningkatan fungsi budi daya untuk mewujudkan kota

jasa skala regional, ~sionClI dan internasional. .



40

Gambar 6.4
Rencana Tala Ruang Wilayah OKI Jakarta 2030
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6.5. Analisis Kebuluhan Investasi

Bagian ini akan rnenjelaskan analisis kebutuhan investasi untuk mendukung target
pencapaian pertumpuhan ekonomi Provinsi OKI Jakarta dalam dua belas tahun mendatang, yaltu
2014 sampai dengan 2025. Oalam analisis ini diasumsikan bahwa target pertumbuhan yang ingin
dicapai adalah sebes"r 7% per tahun, dimana semua sektor diasumsikan mengalami
pertumbuhan mengikuti pertumbuhan tahun 2010 dan secara agregat pertumbuhan ekonomi OKI
Jakarta mencapai 7% dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2010. Analisis :ni bertumpu pada
teknik analisis CFPM yang didasarkan pada data-data yang terdapat dalam Tabel Sistem Neraca
Sosial'Ekonomi Penanaman Modal OKI Jakarta Tahun 2010.

Berdasarkan hasH perhitungan model, diperoleh hasil bahwa untuk mencapai target
pertumbuhan sebesar 7% per tahun, maka diperlukan kebutuhan investasi (balk PMA dan
maupun PMON) sebesar Rp 69 Triliun pada tahun 2014 sampai dengan Rp. 154 Triliun pada
tahun 2025. Dengan kata lain, untuk mencapai target pertumbuhan rata-rata sebesar 7% per
tahun, maka investasi harus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,60% per tahun. Secara
terperinci, perkembangan dan target investasi serta pertumbuhan (ekonomi dan investasi)
masing-masing dapat diJihat dalam Gambar 6.5 dan Tabel 6.8 di bawah ini:
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Gambar6.5
Target InveGtasi di Provinsi OKI Jakarta Tahun 2014·2025 (Rp. Triliun)
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Sumber: HasH Pengo/ahan, 2013

Tabel6.8
Pertl,lmbuhan Ekonorni dan Investasi di Provinsi OKI Jakarta

Tahun 2014·2025 (Persen)

Tahun Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan
Investasi

2014 7.00% 7.93%
2015 7.00% 7.87%
2016 7.00% 7.79%
2017 7.00% 7.75%
2018 7.00% 7.69%
2019 7.00% 7.63%
2020 7.00% 7.57%
2021 7.00% 7.51%
2022 7.00% 7.45%
2023 7.00% 7.40%
2024 7.00% 7.34%
2025 7.00% 7.28%

Sumber: Hasi/ Pengo/ahan, 2013

6.6. Roadmap Impleme.nt;lsi RUPMP OKI Jakarta

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sisternatis dan terpadu untuk mendapatkan .
hasil dan mencapai sasaran tertentu.Program merupakan serangkaian kegiatan utama yang akan
dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan melihat kebijakan
penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta antara lain akan melakukan program-program sebagai
berikytsesyaipadati;\beiberikut.

. "
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Tabel6.9
Roadmap Implementasi RUPMP OKI Jakarta

• Penanaman Modal Dalam
Angka;

• Penyusunan Strategi
Promosi Investasi Tahun
2014;

• Pengelolaan dan
Pengembangan Database
Investasi;

• Pengembangan Aplikasi
Sistem Informasi Data
SUMO;

• P.engembang.an sistem e­
PTSP;

• Peningkatan Kemampuan
SDM BPMP;

• Pengernbangan Aplikasi
Sistem Infarmasi Database
SUMO;

• Media.si Penyelesaian
Permas.alahan Penanaman
Modal;

• Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal;

• Sinkronisasi dan
Harmonisasi Peraturan
Terkait dengan Kegiatan
Penanaman Modal;

• Penyedian dan Peningkalan
Kualitas Infrastruklur Ulama
Serkaitan dengan
Kelerbatasan Infraslruklur
yang Selum Terselesaikan
pada Periode Pembangunan
Tahap sebelumnya;

• Memperluas Jaringan
Infrastruktur terhadap
Wilayah-wilayah yang Relatif
Terbalas Infrastruklurnya '.
khususnya di daerah
bufferzane (Jabodetabek);

• Peningkalan Penyediaan
Informasi Komprehensif,
Akural, Cepal Terhadap
Persayaralan dan Peluang
Penanaman Modal,
Jejaringan Usaha dan Anlar
Inslansi, pada Lingkup
Sektoral, Anlar Wilayah,
Nasional dan Internasional;

• Peningkalan Penyediaan
Informasi komorehensif

• Penerapan Prinsip Good
Governance Dalam
Penyelenggaraan Urusan
Penanaman Modal;

• Peningkatan Efisiensi
PelaY<lnan Berbasis Teknologi
Informasi;

• Penguatan Kelembagaan
Bidang Penanaman Modal;

• Penerapan Kebijakan Inveslasi
yang Kondusif;

• Koordinasi Pelaksanaan
Pengendalian Penanaman
Modal antar Daerah;

• Pembinaan Penc:naman
Modal;

• Pembangunan, Pengadaan,
dan Penataan Sarana Hulan
Kola dan Hulan Mangrove;

• Pengadaan Sarana
Penghijauan Produktif;

• Penyelenggaraan PTSP
Penanaman Modal Terbaik se­
Indonesia;

• Pengembangan Transporlasi
Publik Ramah Lingkungan;

• Pengembangan Transporlasi
Publik Monorail;

• Pembanguna:l Transportasi
Berbc:sis Perairan;

• Pengembangan Akses Jalan
Menuju Pelabuhan, dan
8anda,a menggunakan
Jaringan Jalan.

• Pelaksanaan Operasional
Pelelangan Ikan di TPI Muara
Angke dan Muara Baru (sewa,
operasional, rehab);

• Penyediaan Perumahan
Rakyat;

• Jakarta Agro Expo (JAE);

• Peningkatan Kerjasama
Pengelolaan Investasi Antar
Daerah;

• Pelaksanaan Business Forum
Investasi Luar Negeri;

• PeJaksanaan Business Forum
Investasi Dalam Negeri;

• Pengembangan Promosi

• Pengembangan
Profesionalisme SDM
Lembaga Penanaman Modal
dan Promosi sebagai Lembaga
yang Kredibel di Bidang
Penanaman Modal;

• Peningkatan Pena'naman
Modal pada Koperasi dan
UMKM;

• Peningkatan Usaha Kemitraan
Bisnis melalui Peningkatan
Promosi Investasi;

• Peningkalan Kualitas
Pelayanan Investasi Melalui
Penyederhanaan Prosedur
Layanan;

• Pelaksanaan Sinkronisasi dan
Harmonisasi Peraturan Terkait
Pengembangan Kegialan
Penanaman Modal;

• Pem~an~unan Fasililas­
fasililas Bidang Perdagangan;

• Pembangunan Fasilitas­
fasililas Bidang Jasa;

• Kerja Sar-Ia Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Kawasan Wisata Agro dengan
Pemda Lainnya;

• Pengadaan Sarana dan
Prasarana Konservasi
Kepulauan Seribu;

• Perencanaan dan Kebijakan
Investasi yang Semakin
Terinlcgrasi;

• Peningkalan Jumlah Koperasi
dan UMKM di DKI Jakarta;

• Penyembangan Inlegrasi
Sistem Transportasi Massal
Oaral, Sungai dan Udara;

• Terwujudnya Peningkalan
Peran Sektor ESDM dalam
Pembangunan Daerah;

• Peningkalan Pengelolaan
Sumber Daya Mineral dan
Pertambangan;

• Pengebangan Jalan dan
Jembalan;

• Peningkatan Kemanlapan
Jalan Provinsi di OKI Jakarta;

• Penaembangan Kerjasama
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AkuratCepat terhadap' , Investasi Luar Negeri; Antar K~ta dan Kerjasama
Penanaman Modal dan • Pengembangan Promosi Internaslonal;
Aspek lainnya pada UMKM; Inveslasi Dalam Negeri; • Meningkatkan Peran IKM

• Perluasan Informasi • Peningkatan Jumlah Koperasi terhadap PDRB;
Komprehensif, Ak\.lrat, dan Penambahan Jumlah • Meningkatkan Penyebaran
Cepat Penanaman Modal UMKM di Jakarta Berbasis Pembangunan Industri;
dan Aspek lainnya pada Teknologi. • Peningkalan Perbaikan Iklim
UMKM; • Peningkatan Penanaman Investasi;

• Identifikasi Potensi Proyek- Modal dalam Mendukung • Peningkatall Industri
Proyek Penanaman ModaJ Aksesibililas Pangan; Telematika di Provinsi DKI
di Provinsi DKI Jkakarta • Pemasaran Atraksi/Daya Tarik Jakarta;
Sesual Oaya Ou ung '" . ,
L' k H'd d (attractIOn marketing) ProVJnSI • Pembangunan TransportaslJng ungan I up an I ' , ,
Ka kt 't'k P 's' OKI OKI Jakarta, antara aln, Massal Ramah LJngkungan;ra ens I rovln I , , _

J k rt ' atraksl/kelndahan alam, • Memperkokoh Faktor-faktora a a, bangunan dan tempat ,
• Peningkatan Sistem dan bersejarah taman dan penunJ~ng pengembangan

Jaringan Transportasl lansekap, pusat konvensi d'an Industn, ,
Multimoda; pameran, dan mall pedestrian; • Peng'3mbangan Inovasl dan

• Penyusunan Kebijakan • Pengembangan Ekonomi Lokal p~ng~asaan Teknologl
Penanaman Modal dan dan Regional (Local & In us n;
Rencana Umum Regional Economic • Meningkatkan Nilai Tambah
Penanaman Modal Provinsi Oevelopment/LRED); Industri;

OKI Jakarta; • Pelaksanaan Sinkronisasi dan • Pengembangan dan
• Penyusunan Peraturan - Harmonisasi Peraturan Terkait Penguatan Inovasi dan

Per~,turan GUbe~nur Terkait Pengembangan Kegiatan Kreativitas Daerah;
KeblJakan PembJnaan dan Penanaman Modal; • Peningkatan Ke~asama
Pengembangan BUMD; • Pengembangan Penanaman Kemitraan UMKM dengan

• Penyusunan Peta Lokasi, Modal pada Industri Perusahaan PMAIPMON Skala
Inveistasi; Telematika, Besar;

• Operasionalisasi Unit • Peningkatan Kualitas
Pelayanan Terpadu Satu Lingkungan Perumahan dan
Pintu; Pemukiman Kota

• Penyediaan • Pengemballgan Sistem
Sarana/Prasarana Promosi Transportasi Terpadu Ramah
Investasi di Provinsi OKI Lingkungan;

Jakarta; • Peningkatan Penguasaan
• Lokakarya Kebijak<;ln Insentif Pasar dalam dan Luar Negeri;

Penanaman Mod<;ll Oaerah; • Kelengkapan Peralatan
• Promosi Investasi Melalui Laboratorium OKP (glassware,

Media Cetak; instalasi gas lab mikrobiologi)
• Pe~asaran Citra (image untuk pengembangan sektor

marketing) Penanaman penkanan;
Modal Provinsi OKI Jakarta; • Pemasaran Prasarana

• Penyusunan Strategi (infrastructure marketing)
Pengembangan BUMO 2013 dalam Pendukung Daya Tarik
- 2017" Lingkungan Kehidupan dan

" ,~ BUMD' Lingkungan Bisnis, antara lain:
• BlSnlS, orum , jalan raya, kereta api, bandara,
•. Monitoring Penanaman serta jaringan telekomunikasi

Modal terhadap BUMO, dan teknologi informasi.

Sumber : Analisis Tim. 201$ (sumber data: FGO, Restra SKPO OKI Jakarta)
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6.7. Langkah-Iangkah Terhadap RUPMP

Langkah-Iangkah yang dilakukan terhadap Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
DKI Jakarta yaitu sebagai berikut :

1) SKPD/Lembaga teknis terkait dapat melakukan penyusunan kebijakan yang terkait
dengan Penanaman Modal yang mengacu pada RUPMP.

2) SKPD/Lembaga teknis terkait dapat melakukan konsultasi dengan 6adan Pembinaan
Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta.

GUBERNUR PROVINSIDAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd
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